
Mahkamah Konstitusi (MK) 
oleh mantan Mensesneg Yusril 
Ihza Mahendra, September 
2010. Hendarman sebagai jaksa 
harus pensiun pada usia 62 ta-
hun menurut Undang-Undang 
Kejaksaan. Hendarman lahir 6 
Januari 1947 dan saat itu sudah 
berusia 63 tahun.

Selain itu, sebagai pejabat 
negara anggota kabinet, semes-
tinya Hendarman berhenti saat 
masa jabatan Kabinet Indonesia 
Bersatu (KIB) I berakhir pada 
20 Oktober 2009 kemudian 
diangkat dan dilantik kemba-
li pada KIB II. Namun pada 
pelantikan KIB II, Hendarman 
tidak dilantik. 

“Kasus Hendarman tidak 
perlu terjadi kalau administrasi 
di Istana berjalan rapi,” cetus 
Irmanputra.

Kasus lainnya, ketika Kepala 
Badan Koordinasi Penanaman 
Modal (BKPM), Gita Wirjawan, 
yang ditolak masuk mengikuti 
sidang kabinet paripurna, 22 
Oktober 2010. 

MI/M IRFAN

PILGUB SULTENG: Anggota Samapta Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) menjaga proses rekapitulasi 
suara hasil pemilu kada gubernur dan wakil gubernur Sulteng di Kantor KPU Sulteng, Sabtu (16/4). 
Rekapitulasi diikuti anggota KPU Sulteng, Panitia Pengawas Pemilu 10 kabupaten dan satu  kota, serta 
lima saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. 

Saya masih melihat pemimpin 
SOKSI ini satu, yaitu Ade. Jika 
ada masalah, ya tinggal masalah 
konsolidasi,” ujar Rambe ketika 
dihubungi Media Indonesia, ke-
marin. 

Menurutnya, kepemimpinan 
SOKSI yang sah hingga kini 
adalah kepemimpinan Ade 
Ko maruddin. Pelantikan Ade 
se bagai Ketua Umum SOKSI 
yang dihadiri seluruh jajar an 
kepemimpinan Partai Golkar, 
menurutnya, sebagai bukti pe-
ngakuan partai berlambang 
po hon beringin itu pada kepe-
mimpinan Ade.

Di sisi lain, Alzier mengatakan, 
dalam pembukaan Rapat Pim-
pinan Nasional (Rapimnas) dan 
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 

Dualisme SOKSI Rongrong Golkar
PERPECAHAN internal mulai 
gerogoti tubuh Partai Golkar. 
Sa ling klaim terhadap kepemim-
pinan organisasi sayap Golkar, 
Sentra Organisasi Karyawan 
Swadiri Indonesia (SOKSI), 
terus dilancarkan dua kubu yang 
bertikai.

Kubu pimpinan Rusli Zainal 
dan kubu Ade Komaruddin 
saling menyatakan diri sebagai 
pengurus yang sah pascaper-
pecahan kepengurusan sejak 
musyawarah nasional di Cisa-
rua, Jawa Barat, Mei tahun lalu. 

Wakil Ketua Dewan Pembina 
SOKSI Alzier Dianis Thabranie 
mengatakan kepemimpinan 
Rusli sah secara demokratis dan 
telah dipastikan tidak ada lagi 
dua kubu dalam SOKSI. Namun, 

Ketua DPP Golkar Bidang Kerja 
Sama Ormas Rambe Kamarul 
Zaman menepis klaim terse-
but. Menurutnya, Partai Golkar 
hingga kini hanya mengakui 
pemimpin SOKSI hanya satu, 
yaitu Ade Komaruddin.

“Saya tidak mengatakan pecah 
dan ada dua kepemimpinan. 

SOKSI pimpinan Rusli Zainal 
pada Kamis (14/4), telah dipasti-
kan bahwa SOKSI akan berada di 
bawah satu kepemimpinan saja. 
Dalam pertemuan itu, SOKSI 
kubu Rusli dipastikannya telah 
mendapatkan persetujuan dari 
Ketua Umum Golkar Aburizal 
Bakrie yang mendelegasikan 
kehadirannya pada Wakil Ketua 
Umum Golkar Agung Laksono. 

“Ade Komaruddin tidak 
memiliki legitimasi karena bu-
kan hasil suara terbanyak dewan 
pembina daerah dalam Munas 
SOKSI. Tentu seharusnya dia 
tidak memaksakan diri. Dia kan 
harus tahu diri, keputusan dia 
jadi pemimpin SOKSI itu tidak 
sah, tidak berdasarkan hasil mu-
nas yang sah.” (NA/P-2)

ANTARA/UJANG ZAELANI

KESAKSIAN kaum 
intelektual sebagai 
saksi ahli di 

persidangan kerap menjadi 
penentu dalam sebuah 
persidangan. 

Namun, bagi sebagian 
kalangan, tugas saksi ahli 
itu ternyata menjadi proyek 
sampingan, selain mengajar. 

“Bayarannya bisa mencapai 
Rp500 juta,” ujar Ketua Ko-
misi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) Busyro Muqoddas, 
dalam Lokakarya Manajemen 
Terpadu Penanganan Korupsi 
di Jakarta Centre for Law 
Enforcement Cooperation 
(JCLEC), di Semarang, Jawa 
Tengah, Senin (11/4).

Sebagai seorang akademisi, 

Proyekan Akademisi di Persidangan
dosen tetap di Universitas 
Islam Indonesia ini tentu 
paham seluk-beluk kenakalan 
rekan sejawatnya. Karena 
itulah, menurut Busyro, 
modus seperti itu sudah 
lama berlangsung dalam 
proses persidangan. Saksi ahli 
proyekan ini juga sudah sejak 
lama menjadi rahasia umum. 

Sayangnya, meski 
melanggar norma hukum 
maupun pendidikan, 
tindakan dan perilaku ini 
tidak bisa dipidanakan 
karena mekanisme dalam 
menghadirkan saksi memang 
selalu dibarengi pembayaran. 

Jadi, berapa pun uang yang 
diterima saksi ahli itu sulit 
untuk dikategorikan sebagai 

penyuap an. Tidak sedikit dari 
kesaksian para ahli proyekan 
itu, yang pada akhirnya 
membebaskan terdakwa dari 
jerat hukum. 

Modus yang dilakukan para 
saksi ahli itu masuk kategori 
intellectual corruption. Busyro 
pun mengaku sangat prihatin. 
Perilaku oknum akademisi itu 
dianggap sudah melacurkan 
intelektualitas dan matinya 
jiwa pendidik atau sense of 
education.  “Karena tidak bisa 
dipidanakan, yang harus 
memberikan sanksi adalah 
institusinya, kampusnya,” 
sergah alumnus UGM itu.

Dengan cara itu, ia berharap, 
para saksi ahli itu tidak 
menjelma menjadi biang mafi a 

hukum dan peradilan. 
Selain perguruan tinggi, 

pengadilan dan kejaksaan juga 
harus bisa membedakan mana 
saksi ahli yang benar-benar 
menjalankan fungsinya dan 
mana saksi ahli yang mafi a.

Menyambung omongan 
Busyro, Wakapolri Komjen 
Na nan Soekarna ikut 
menambahkan, pengacara 
juga ambil bagian dalam 
menyukseskan pemberantasan 
korupsi di Tanah Air.  

“Dia (pengacara) mengikuti 
dari awal hingga akhir. 
Polisi, jaksa, maupun hakim 
diharapkan tidak terpengaruh 
oleh ca ra kerja para pengacara 
yang memiliki niat kurang 
baik.” (Rudy Polycarpus/P-4)

AKHMAD MUSTAIN

KEBERADAAN Sekre-
tariat Negara (Set-
neg) dan Sekretariat 
Kabinet  (Setkab) 

membuat proses administrasi 
di Istana tumpang tindih. 

Dua sekretaris dengan we-
wenang masing-masing tidak 
menjamin administrasi di Istana 
beres. Yang terjadi, justru se-
baliknya. Bahkan, lebih parah 
karena memunculkan saling 
lempar tanggung jawab.

Bantahan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono kepada 
Kejaksaan Agung, soal izin 
pemeriksaan 61 kepala daerah 
yang harus ditandatanganinya, 
adalah bukti terbaru ketidakbe-
resan manajemen administrasi 
di lingkaran Istana. Presiden 
bahkan sempat berpikiran ada 
dokumen yang nyelip.

“Oleh karena itu, sebaiknya 
Setneg maupun Setkab dilebur 
menjadi satu, yakni cukup se-
kretariat pemerintah saja. Kalau 
tidak, penanganan masalah 
menjadi tidak fokus dan justru 
mengganggu kinerja pemerin-
tahan,” ucap pakar hukum ta ta 
negara Irmanputra Sidin, da lam 
perbincangan dengan Media In-
donesia, di Jakarta, kemarin.

Presiden diminta untuk tidak 
menganggap sepele urusan 
administrasi negara ini. Per-
soalan yang dihadapi Presiden, 
lanjutnya, bukan hanya karena 
panjangnya rantai birokrasi. 
Namun, juga tidak teliti. 

Ia mengingatkan, status ilegal 
mantan Jaksa Agung Hendar-
man Supandji yang digugat ke 

Setneg maupun 
Setkab dilebur 

menjadi satu, yakni cukup 
se kretariat pemerintah saja. 
Kalau tidak, penanganan 
masalah menjadi 
tidak fokus dan justru 
mengganggu kinerja.”

Irmanputra Sidin
Pakar hukum ta ta negara

Kebanyakan sekretaris justru membuat 
birokrasi di Istana tambah panjang. 
Katanya mau reformasi birokrasi?

SBY cuma Butuh 
Satu Sekretaris

Belajar lagi
Yusril yang juga mantan Men-

sesneg Presiden Yudhoyono 
menegaskan surat izin Presiden 
yang hilang atau terselip meru-
pakan sebuah kecerobohan 
besar. Sebab, terangnya, Setneg 
ataupun Seskab memiliki kepala 
biro yang khusus mengurusi 
surat keluar dan masuk. “Itu 
kacau,” ujar Yusril saat ditemui 
di Jakarta, Rabu (13/4).

Jika kejadian surat terselip 
selalu berulang, menurut Yusril, 
kedua sekretaris Presiden Yu-
dhoyono perlu belajar lagi soal 
adminis-trasi. “Harus belajar lagi 
soal administrasi itu. Hal seperti 
itu tidak boleh terjadi.” 

Selain Yusril, Bondan Gu-
nawan, mantan Mensesneg era 
Presiden Abdurrahman Wahid, 
juga angkat bicara. Ia menga-
takan pemrosesan dokumen 
negara di Setneg seharusnya 
tidak memakan waktu lama. 
“Hanya administratif, kemu-
dian diserahkan ke Presiden,” 
ungkap Bondan.

Jika memang surat tersebut 
masuk ke Setkab, tetapi tidak 
sampai ke Presiden, yang harus 
ditanyakan adalah pihak Setkab 
dan kejaksaan. 

“Kalau tidak, ini akan men-
jadi preseden negatif dan me-
munculkan banyak spekulasi 
bagi lembaga kepresidenan.” 

Dalam sejarahnya, Seskab ada 
sejak pemerintahan Presiden 
Yudhoyono-Wapres Jusuf Kalla 
pada 2004-2009. Sudi Silalahi 
menjabat sebagai Seskab per-
tama. (*/P-4)

mustain@mediaindonesia.com

Paham tapi Melanggar
PAHAM hukum tapi melanggar hukum. Orang yang demikian 
itu pantasnya di hukum mati!

Eyank Mosleem Muallaff

Tidak Ada yang Benar
JANGAN-JANGAN bukan hanya kasus Gayus, tetapi juga kasus 
Ketua KPK yang lama, ya? Siapa tahu karena itulah wajah Repu-
blik ini, tidak ada yang benar.

Jon Henuk

MI/RAMDANI

Coba Hipnosis Cirus, Yuk

CIRUS Sinaga, tersangka pemalsu-
an rencana penuntutan perkara 
Gayus Halomoan P Tambunan 
pada 2009 lalu, resmi ditahan pada 
Sabtu (16/4) lalu. Surat penahanan 
dikeluarkan kurang dari 24 jam 
sejak Cirus ditangkap Bareskrim 
Polri.

Menurut Parlindungan Sinaga, 
pengacara Cirus, kliennya ditahan 
karena penyidik memiliki alasan 
sendiri untuk melakukannya. Bia-
sanya, penyidik akan menahan 
seorang tersangka jika takut orang 
itu akan menghilangkan bukti, 
me larikan diri, dan mengulangi 
per buatannya. Cirus ditahan di 
ru mah tahanan Badan Reserse 
Kriminal Polri.

Apa pandangan masyarakat atas 
penahanan itu? Berikut sejumlah 
tanggapan pembaca yang masuk 
ke mediaindonesia.com, Facebook 

Harian Umum Media Indonesia, dan 
interupsi@mediaindonesia.com.

Interupsi Selengkapnya di mediaindonesia.com

PENGANTAR

Ah, Akhirnya
KENAPA baru sekarang Cirus Sinaga ditahan? Kan sudah hampir 
tiga bulan ketahuan kalau dia jadi tersangka. Rakyat pasti senang 
melihat Cirus ditahan karena sudah sebal melihat gayanya yang 
selama ini seolah-olah tidak bersalah. Semoga Cirus mendapat 
hukuman yang setimpal dengan perbuatannya!

Nancy Panggabean

Butuh Ketegasan
PARA mafi a hukum dan mafi a peradilan layak merasakan panas-
nya ditembus timah panas, bahkan mortir. Perlu ketegasan dari 
pemerintah! Kalau tidak, sebagian kecil dari rakyat akan melakukan 
cara-cara tertentu kepada mereka yang menzalimi hukum, hingga 
keadilan itu dirasakan ada dan dipertaruhkan di negeri ini.

Eda van Risky

Pecat Saja
MEMANG seharusnya ditahan sejak dulu. Jaksa macam Cirus ini 
semestinya dipecat saja karena mencoreng nama institusi.

Yusminio

Usut Tuntas
KETIDAKCERMATAN jaksa Cirus dalam penuntutan terhadap 
Gayus harus diusut tuntas secepatnya. Jangan sampai bukti-bukti 
penting dilenyapkan sehingga berpotensi mengaburkan penye-
lidikan terhadap kasus ini. Aktor-aktor lain di luar jaksa Cirus 
juga harus segera diperiksa. Dengan demikian akan muncul titik 
terang dalam megakasus skandal mafi a pajak.

Hilmy Konstantinus

PENINGKATAN KAPASITAS KADER: Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar berbincang dengan Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB Andi 
M Ramly (kiri) dan Sekretaris FPKB DPR Hanif Dakhiri (kanan) saat seminar dan pelatihan kader PKB di Jakarta, kemarin. Seminar dan 
pelatihan peningkatan kapasitas legislatif-eksekutif bagi kader PKB seluruh Indonesia tersebut bertujuan meningkatkan pengabdian dan 
pelayanan kepada masyarakat. 

Rambe Kamarul Zaman
Ketua DPP Golkar
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Kicauan Cirus
PALING asyik jika Cirus Sinaga dihipnotis dalam acara Uya 
dan Kuya secara live. Dijamin mayoritas rakyat ingin menon-
ton dan banyak sponsor yang mau menyumbang. Nyanyian 
bagaimana aslinya kejaksaan, kepolisian, mafi a hukum, mafi a 
pajak, kasus Gayus, kasus Antasari. Bagus juga tuh kalau bisa 
terwujud. Jika tidak, kejahatan baru akan menutupi kejahatan 
lama. Para pejabat pada tidak takut mati dan hukuman akhirat 
barangkali, ya?

Kicau

Hukum Mati!
HUKUM seberat-beratnya virus si mafi a hukum itu. Terlalu ba-
nyak kebohongan kasus yang dia lakukan dan sudah merusak 
sistem peradilan Indonesia. Bila perlu hukum mati.

Ari Anto
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Sejumlah sekolah di Sura-
baya, Jawa Timur, mensterilkan 
ruangan kelas yang akan digu-
nakan untuk pelaksanaan ujian. 
Hanya petugas pengawas dan 
kepala sekolah yang diperke-
nankan masuk ke areal sekolah 
dan ruangan kelas. 

“Seluruh ruangan dikunci 
dan tidak ada siswa yang boleh 
masuk,” kata Kepala SMA Ne-
geri 6 Surabaya Nurseno. 

Sementara itu, beberapa SMA 
di Kota Depok, Jawa Barat, 
memperketat pengawasan ujian 
dengan memasang CCTV di 
kelas.

Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia berharap UN menjadi 
instrumen yang efektif dan tidak 
membebani anak didik. ‘‘Kami 
ingin UN berada dalam jalur 
yang sehat dan menghargai hak 
anak,’’ kata Shofi , staf KPAI.
(Tim/N-2)

sektor. “Hari ini semua naskah 
tuntas diterima sekolah,” imbuh 
Hanafi . 

Kondisi serupa juga terjadi di 
Nusa Tenggara Timur. Semua 
soal sudah diterima lengkap 
dan didistribusikan ke tingkat 
rayon. 

“Senin pagi, kepala sekolah 
akan mengambil soal UN ke 
rayon. Distribusi soal UN sudah 
aman hingga ke pulau-pulau ke-
cil dan terpencil,” tandas Kepala 
Dinas Pendidikan Thobis Uly. 

Dari Bali juga dilaporkan, soal 
UN sudah diterima lengkap 
dan tersimpan dengan penga-
wasan ketat di kantor polsek. 
Kepala Dinas Pendidikan Bali 
Ida Bagus Anom mengatakan 
pihaknya juga melibatkan peng-
awas dari perguruan tinggi. 

“Ada 361 pengawas dari se-
jumlah perguruan tinggi yang 
diterjunkan.”

jutnya korban tewas diserahkan 
kepada keluarga masing-ma-
sing untuk segera dimakamkan 
di tempat pemakaman umum 
desa setempat.

Sementara itu, delapan kor-
ban luka dirujuk ke Rumah 
Sakit Syaiful Anwar Kota Ma-
lang. 

“Sebagian besar luka yang di-
alami korban berada di bagian 
kepala akibat tertimpa batu dan 
tanah,” ujar Muji.

Belum diperbaiki
Dari Tuban, Jatim, dilaporkan, 

longsor yang melanda jalan 
poros kecamatan yang meng-
hubungkan Desa Maindu-Desa 
Bringin di Kecamatan Montong, 
sepanjang 3 meter dikeluhkan 
warga, kemarin siang. 

Pasalnya, dua bulan terakhir 
ruas jalan yang tergerus banjir 
bandang dengan kedalaman 
hampir 2 meter itu belum diper-
baiki.

Wiji, 55, warga desa setem-
pat mengeluhkan jalan yang 
tinggal separuh itu, tapi belum 
juga yang perbaiki. ‘’Tidak tahu 
kenapa sudah dua bulan ini ti-
dak segera diperbaiki,’’ ujarnya 
di Tuban.

Menurut dia, amblesnya ba-
dan jalan itu tentu sangat mem-
bahayakan pengguna jalan yang 

di bawah tebing curam, tiba-tiba 
terjadi longsor dari atas.

Material batu dan tanah me-
nimpa mereka sehingga seba-
nyak 16 orang tertimbun. Pe-
nye bab tanah longsor itu tidak 
diketahui secara pasti, sebab 
cuaca cerah.

Namun, diduga akibat tanah 
merekah karena terkena sinar 
matahari, setelah sebelumnya 
kawasan itu diguyur hujan be-
berapa hari belakangan. 

Kawasan itu pernah longsor, 
tapi tidak memakan korban 
jiwa.

Warga yang melihat langsung 
melaporkan peristiwa itu ke 
aparat desa. Setelah menda-
patkan laporan itu, petugas 
ga  bung an TNI, Polri, Kesbang-
linmas Pemkab Malang, dan 
PMI langsung melakukan pen-
carian.

Anggota PMI Kabupaten Ma-
lang Muji Utomo kepada Media 
Indonesia yang ditemui di lokasi 
mengatakan ketinggian tebing 
yang menimbun warga tersebut 
sekitar 80 meter.

Petugas berhasil mengeva-
kuasi sembilan korban mening-
gal sekitar pukul 14.00 WIB. 
Je nazah sempat disemayamkan 
di Masjid Dusun Klangon un-
tuk divisum Kepala Puskesmas 
Ngantang dr Giatmoko. Selan-

BAGUS SURYO

PULUHAN warga Du-
sun Klangon, Desa 
Pan dansari, Kecamat-
an Ngantang, Kabupa-

ten Malang, Jawa Timur (Jatim), 
yang berniat kerja bakti untuk 
pernikahan kerabat atau tetang-
ga mereka tertimpa longsor.

Menurut saksi mata di tempat 
kejadian, Gayus Priyanto, yang 
rumahnya berjarak sekitar 50 
meter dari tempat kejadian, pe-
ristiwa nahas itu terjadi sekitar 
pukul 11.30 WIB.

Para korban mencari kayu 
ba kar yang berjarak sekitar 3 
kilometer arah barat dari desa 
mereka.

Kayu bakar itu akan diguna-
kan untuk hajatan pernikahan 
anak Sutomo, 35, warga RT21/
RW07 Dusun Klangon, Desa 
Pandansari, Kecamatan Ngan-
tang.

Saat korban sedang memu-
ngut kayu di pinggir Sungai 
Nambaan, yang posisinya tepat 

MENTERI Pertanian Suswono, 
akhir pekan lalu, mengklaim ti-
dak ada yang dirugikan dalam 
kasus merebaknya ulat bulu 
di sejumlah daerah. Namun, 
Pe merintah Kabupaten Probo-
linggo, Jawa Timur, mengaku 
harus menguras kocek APBD 
hingga Rp100 juta untuk pe-
ngendalian hama ini. 

Kepala Seksi Perlindungan 
Ta naman Probolinggo Arif Kur-
niadi mengatakan pengendalian 
ulat bulu sudah mulai dilaku-
kan dinas pertanian setelah 
menerima laporan pada Sabtu 
(26/3) di Kecamatan Leces. 

Petugas lapangan langsung 
dikerahkan untuk melakukan 
pengasap an dengan menyem-
protkan pes tisida di tanaman 
mangga milik warga yang 
terserang ulat bulu pada Senin 
(28/3). Pengen da lian melalui 
pengasapan itu men jangkau 
sembilan dari 24 kecamatan, 
dan dinyatakan tuntas pada 
Kamis (7/4).

“Sampai saat ini masih ada 
kegiatan pengendalian dengan 
memantau pergerakan kupu-
ku pu yang merambah ke keca-
matan lain. Pengasapan terha-
dap kupu-kupu dan ulat sudah 

Sembilan Orang Tewas
Tertimpa Longsoran

Kendalikan Ulat Bulu
Probolinggo Kucurkan Rp100 Juta

Sebanyak 17 warga 
Malang, Jawa Timur, 
tertimbun longsor 
ketika mencari kayu 
bakar.

melintas. Selain harus bergan-
tian lewat, kata dia, ruas jalan itu 
kini hanya bisa dilintasi mobil 
yang berukuran kecil. Di sisi 
lain, untuk kendaraan sejenis 
truk dan sebagainya sudah ti-
dak bisa lewat. 

‘’Padahal, jalan ini merupa-
kan jalur utama. Dan sekitarnya 
tidak ada jalur alternatif ka-
rena sudah berupa sungai,’’ 
ujarnya.

Pihaknya berharap peme-
rintah lebih perhatian dengan 
kondisi ini. Terlebih, pada saat 
malam hari, jalan sekitar lokasi 
longsor yang tidak berpene-
rangan bisa membahayakan 
pengguna jalan. Sebab jika tidak 
ekstra hati-hati, mungkin bisa 
tergelincir jatuh. 

Kepala Bagian Humas Pem-
kab Tuban Jhoni Martoyo 
me ngatakan, untuk melaku-
kan perbaikan jalan tersebut, 
pihaknya baru akan mengaju-
kan dananya.

Dalam waktu dekat ini, menu-
rutnya, pihaknya akan menu-
runkan tim untuk melakukan 
pengecekan di lokasi. ‘’Untuk 
perbaikannya kita ajukan tahun 
depan melalui APBD,’’ ujarnya 
singkat. (YK/SS/N-1)

bagussuryo
@mediaindonesia.com

pestisida. 
Namun, kemarin, hama ini 

tetap menyerbu ke kawasan 
Surabaya Utara. Di permukim-
an Kalianak Timur Gang Bela-
kang, RT 4 RW 9, Kecamatan 
Moro Krembangan, ribuan ulat 
bulu hitam menempel di pohon 
dan dinding rumah warga. 

“Kami sudah berusaha me-
ngu rangi jumlah ulat bulu de-
ngan mengambil dan memba-
kar nya. Namun, kami butuh 
tindakan dari pemerintah kare-
na upaya warga hanya bisa me-
ngurangi sedikit,” kata Wagito, 
seorang warga. 

Ulat bulu yang ditemukan 
di Banjar Giok, Desa Tumbu, 
Kabupaten Karangasem, Bali, 
adalah jenis Crucula trifenestrata 
atau ulat sutra mas. 

“Kami sudah meneliti dan 
memastikan ini ulat sutra mas 
yang hidup secara liar,” kata Ke-
pala Dinas Pertanian Bali Made 
Putra Suryawan. 

Seorang pengusaha kain dari 
Denpasar sudah datang ke 
lokasi dan bersedia membeli 
kepompong ulat sutra mas itu. 
Ia sanggup membeli 400 kepom-
pong dengan harga Rp200 ribu. 
(BN/FL/OL/MY/N-2)

ANTARA/SEPTIANDA PERDANA

SERANGAN ULAT BULU: Petugas menunjukkan ulat bulu yang 
ditemukan di Talawi, Kabupaten Batubara, di Balai Proteksi 
Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Sumatra Utara di 
Medan, Sabtu (16/4). 

ANTARA/ZABUR KARURU 

BERLOMBA: Anak-anak dan orang dewasa berlomba menaiki kapal yang akan bersandar di Pelabuhan Nusantara, Kendari, kemarin. Anak-
anak tersebut berlomba untuk menjual jasa angkutan barang kepada penumpang kapal dengan upah Rp2.000-Rp10.000 per angkut 
sesuai dengan ukuran dan beratnya. 
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sunatan massal, donor darah, 
pengobatan gratis, dan penghi-
jauan. 

Dari Sulawesi Barat dilapor-
kan Nasional Demokrat sudah 
resmi berdiri di lima kabupaten. 
Kemarin, pengurus di Kabupa-
ten Mamuju dilantik. 

Sebelumnya, deklarasi gerak-
an restorasi perubahan itu juga 
telah dilakukan di 4 kabupaten, 
yakni Polewali Mandar, Mamasa, 
Majene, dan Mamuju Utara.

Deklarasi dan pelantikan 
pengurus Kabupaten Mamuju 
dihadiri Ketua DPP Bidang Or-
ganisasi dan Keanggotaan, Fery 
Mursyidan Baldan serta wakil 
sekjen Samual Nitisaputra.

Ketua Pengurus Wilayah Na-
sional Demokrat Sulawesi Barat, 
Ali Baal Masdar mengatakan 
gerakan restorasi yang diusung 
Nasional Demokrat mendapat 
sambutan antusias di semua 
daerah di Sulawesi Barat. “Kami 
menargetkan pertengahan ta-
hun ini, Nasional Demokrat su-
dah sampai di tingkat desa dan 
kelurahan.” (MY/FH/N-2) 

nurun,” ungkapnya.
Hasil survei yang pernah 

dilakukan Walhi kepada 300 
nelayan Sumbawa pada 2006 
pun, timpal Manajer Kampanye 
Tambang dan Energi Walhi Pius 
Ginting, menunjukkan bahwa 
tailing itu sangat berkontribusi 
signifi kan terhadap hidup me-
reka. “Mayoritas nelayan me-
ngeluhkan terjadi pengurangan 
jumlah tangkapan ikan.”

Pius menambahkan, saat ha-
sil survei itu ditanyakan kepa-
da kementerian terkait, mereka 
berkilah bahwa berkurangnya 
produktivitas tangkapan  akibat 
bertambahnya jumlah nelayan. 
“Padahal justru jumlah nelayan 
makin menurun akibat kondisi 
(pencemaran lingkungan laut) 
itu,” cetusnya. (*/N-1)

Nasdem Bentuk
Badan Rescue Bengkulu

Limbah Newmont
Sengsarakan Nelayan

Distribusi Naskah UN SMA 
sudah Selesai

Rescue DPP Nasional Demokrat 
Jeanette Sudjunadi. 

Ia menegaskan Nasional 
Demokrat adalah organisa-
si yang peduli terhadap soal 
kemasyarakatan terutama soal 
lingkungan, sosial, serta penang-

gulangan bencana. Karena itu, 
organisasi ini menempatkan diri 
sebagai garda terdepan bersama 
masyarakat untuk mengatasi 
dampak bencana. 

Selain membentuk badan 
rescue, di Bengkulu, Nasional 
De mokrat terus menggelar 
ke giatan sosial, di antaranya 

Nusa Tenggara Barat.
Berdasarkan analisis data 

satelit, lanjut Yani, telah terjadi 
penurunan jumlah klorofi l di 
laut tersebut sekitar 76%-62,5%, 
atau dari 0,5 hingga 0,8 mili-
gram per liter (mg/l) menjadi 
0,12 hingga 0,3 mg/l saja. 

Analisis tersebut dilakukan 
dengan membandingkan ci-
tra satelit perairan Sumbawa 
pada November 2006 dengan 
Maret 2010, yaitu sejak tailing 
ke laut diizinkan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan (KKP) 
pada 2005.

“Klorofi l ini terdapat dalam 
fi toplankton yang merupakan 
makanan ikan. Kalau fi toplank-
ton makin hilang, tangkapan 
nelayan juga menurun, dan 
me nunjukkan kualitas laut me-

BADAN Rescue Nasional De-
mokrat Provinsi Bengkulu 
ter bentuk, akhir pekan lalu. 
Kon solidasi pembentukannya 
dilakukan di Kelurahan Lingkar 
Barat, Kecamatan Gading Cem-
paka, Kota Bengkulu. Kawasan 
itu sekaligus mendapat kehor-
matan dengan menyandang 
nama Kampung Nasdem.

Jumlah anggota rescue Beng-
kulu sebanyak 100 orang. Me-
reka direkrut dari kalangan 
anggota organisasi kepemudaan 
dan pemuda dari 10 kabupaten 
dan kota. 

Pembentukan badan ini men-
dapatkan dukungan antusias 
dari masyarakat, karena Beng-
kulu merupakan wilayah yang 
rawan bencana alam, gempa 
bumi dan banjir.

“Badan rescue adalah ujung 
tombak Nasdem, karena Indo-
nesia sering mengalami bencana 
alam. Lewat badan ini, kita ber-
harap dapat ikut merestorasi 
penanganan bencana, dengan 
harapan akan lebih baik di ma-
sa depan,” kata Ketua Badan 

PEMERINTAH diimbau tidak 
memperpanjang izin pembu-
ang an limbah tambang (tailing) 
PT Newmont Nusa Tenggara 
ke laut karena merusak ling-
kungan dan juga bertentangan 
dengan konstitusi.

Pasalnya, hal itu menyebab-
kan berkurangnya produktivi-
tas tangkapan ikan nelayan.

“Penurunan produktivitas 
itu tampak dari analisis data 
satelit maupun keterangan ne-
layan di daerah tersebut,” ujar 
Ketua Dewan Nasional Wahana 
Lingkungan Hidup Indonesia 
(Walhi) Yani Sagaroa di Jakarta, 
kemarin.

Setiap hari, Newmont mem-
buang limbah tambang seba-
nyak 110 juta ton di bagian 
sela tan-barat Pulau Sumbawa, 

SEJUMLAH daerah telah siap 
menggelar ujian nasional ting-
kat SMA hari ini. Kendala nas-
kah soal ujian dan lembar ja-
wab an yang belum diterima di-
nas pendidikan sudah teratasi, 
kemarin. 

Di Bojonegoro, Jawa Timur, 
yang pekan lalu masih keku-
rangan ribuan lembar soal, 
akhirnya bisa berlega hati. Dinas 
pendidikan menyatakan semua 
naskah soal sudah diterima 
leng kap, kemarin. 

“Kami sudah mendapat kiri-
man terakhir sebanyak 655 
boks, pada Sabtu (16/4) malam. 
Minggu siang, kami meneri-
ma lagi 13 sampul kecil soal 
ujian fi sika,” kata Kepala Bidang 
SMA, SMK, dan SMP Dinas Pen-
didikan Bojonegoro Hanafi . 

Dinas pendidikan langsung 
memilah soal untuk didistribu-
sikan ke 27 kantor kepolisian 

ANTARA/SEPTIANDA PERDANA

PERSIAPAN UJIAN NASIONAL: Beberapa guru memasang daftar nomor peserta siswa di ruang kelas SMK 
Negeri 8 Medan, Sumut, Sabtu (16/4). Sejumlah sekolah melakukan persiapan menjelang pelak sa na an 
ujian nasional (UN) jenjang SMA/MA/SMK yang dijadwalkan berlangsung pada 18-21 April 2011. 

dilakukan di Desa Jatisari, Keca-
matan Kuripan, Sabtu (16/4),” 
kata Arif, kemarin.

Selain itu, sosialisasi pengen-
dalian hama ulat bulu dengan 
tabung pendayagunaan musuh 
alami ulat bulu dilakukan ke 
sejumlah sekolah. Tim yang 
ter libat dari Lembaga Ilmu Pe-
ngetahuan Indonesia (LIPI), pa-
kar entomologi (ilmu serangga) 
Universitas Gajah Mada, Dinas 

Pertanian Jawa Timur, dan Pem-
kab Probolinggo.

Dana yang sudah dikeluar-
kan untuk keperluan itu, lanjut 
Arif, sebesar Rp100 juta, ter-
ma suk untuk semua kegiatan 
pengendalian, transportasi, dan 
konsumsi petugas.

Di Surabaya, pemerintah 
ko ta sudah mengantisipasi 
me rebak nya ulat bulu dengan 
melakukan penyemprotan 

Lewat badan ini, 
kita ber harap 

dapat ikut merestorasi 
penanganan bencana, 
dengan harapan akan lebih 
baik di ma sa depan.”
Jeanette Sudjunadi
Ketua Badan Rescue 
DPP Nasional Demokrat



MIRZA ANDREAS

S
EBAGAI salah satu 
komponen utama sis-
tem pertahanan negara, 
Tentara Nasional Indo-

nesia (TNI) harus memegang 
teguh komitmen untuk selalu 
berpedoman kepada konstitusi, 
ketentuan hukum, dan pera-
turan perundang-undangan 
yang berlaku dalam setiap pe-
laksanaan tugas.

Hal itu ditegaskan Ketua 
Mahkamah Konstitusi (MK) 
Mahfud MD di hadapan sekitar 
200 penerbang, navigator, dan 
perwira bidang hukum TNI 
Angkatan Udara (AU) se-In-
donesia, di Jakarta, pekan lalu. 
Mereka adalah peserta temu 
wicara pemahaman konstitusi, 

kerja sama Mabes TNI-AU de-
ngan MK.

Mahfud mencontohkan ada-
nya aksi teror sekelompok o-
rang melalui bom yang marak 
akhir-akhir ini. Kepada para 
prajurit itu, ia menegaskan, 
aksi teror bom merupakan 
ancaman terhadap ideologi 
negara. Dengan begitu, pelaku 
teror bisa ditindak secara tegas 
berdasarkan konstitusi. 

“Bom itu sifatnya ideologis. 
Maka itu bentuknya ancaman. 
Setiap upaya mengganggu 
ideologi bisa ditindak tegas 
berdasar konstitusi,” ucap-
nya.

Berdasarkan konstitusi, sam-
bung Mahfud, TNI sebagai 
aparat negara jelas memiliki 
kewenangan khusus untuk 

mengatasi ancaman negara, 
termasuk jika harus mengguna-
kan senjata. Sebab pelaku bom 
telah melakukan tindakan di 
luar konstitusi. 

Ditambah lagi, aksi teror bom 
telah membuat ketidaknya-
manan masyarakat di dalam 
negara. “Mereka tidak mau ter-
ima orang lain, merasa paling 
benar sendiri, lalu membuat 
gerakan di luar konstitusi,” 

ujarnya.
Oleh karena itulah, kata 

Mahfud, pemahaman konsti-
tusi oleh para anggota TNI 
menjadi sangat penting. Hal 
senada juga diutarakan Kepala 
Staf TNI AU (KSAU) Marsekal 
Imam Sufaat.

Berdasarkan Undang-Un-
dang Nomor 34 Tahun 2004 
tentang TNI, TNI-AU mengem-
ban tugas sebagai komponen 
sistem pertahanan negara. 
Imam menegaskan, ketaatan 
dan kepatuhan setiap prajurit 
terhadap konstitusi dan hukum 
akan menjadi sendi yang kokoh 
bagi pencapaian profesional-
isme TNI-AU. 

“Profesionalisme ini meru-
pakan wujud dedikasi TNI-AU 
kepada bangsa dan negara, 

sekaligus bentuk nyata peng-
hormatan terhadap supremasi 
hukum dan demokrasi,” ujar 
KSAU.

Imam pun menyambut baik 
kerja sama TNI-AU dengan MK 
melalui sosialisasi konstitusi 
itu. “Kami harapkan para per-
wira tahu konstitusi, sehingga 
melaksanakan tugas pokoknya 
semua berdasarkan konstitusi,” 
tuturnya.

Sejumlah hakim MK yang 
menjadi pembicara dalam per-
temuan itu adalah Harjono, 
Muh Alim, dan Anwar Usman. 
Anwar yang baru saja dilantik 
Presiden, merupakan peng-
ganti hakim Arsyad Sanusi. 
(*/P-4)

mirza@mediaindonesia.com

Prajurit TNI sekalipun
Harus Paham Konstitusi 

Gerakan masif melawan kedaulatan negara adalah bentuk 
ancaman serius terhadap konstitusi.

KETUA Dewan Pimpinan Pusat 
(DPP) Partai Amanat Nasional 
(PAN) Bima Arya Sugiarto 
menyatakan, PAN berencana 
memperkuat konsolidasi inter-
nal partai untuk menjaga loyali-
tas kader agar tidak terjadi lagi 
pembajakan kader PAN oleh 
partai lain.

“Pengalaman buruk kami 
dengan Dede Yusuf menjadi 
catatan yang sangat penting. 
Kami mengimbau partai lain 
untuk berpolitik secara etis. 
Bajak-membajak itu seharus-
nya tidak terjadi dalam dunia 
politik yang beretika. Di dunia 
bisnis saja jarang terjadi bajak-
membajak,” ucap Bima, di Ja-
karta, Sabtu (16/4).

Dede Yusuf yang saat ini 
menjabat Wakil Gubernur 
(Wagub) Jawa Barat adalah 
kader PAN, yang baru pindah 
ke Partai Demokrat (PD). 

Selain evaluasi internal par-
tai dan imbauan kepada partai 
lain, Bima memandang perlu 
adanya aturan khusus yang 
mengikat kepala daerah agar 
tetap bernaung di bawah partai 
pengusungnya sebelum jabatan 
mereka berakhir. 

Upaya serupa dilakukan 
PDIP. Sekjen DPP PDIP Tjahjo 

Kumolo mengaku pihaknya 
akan memperketat pencalonan 
dan rekrutmen kepala daerah. 
Sebab, jika dibiarkan, itu bisa 
berimbas pada merosotnya 
perolehan suara partai dalam 
Pemilu 2014. 

Soal ini, Ketua Umum Partai 
Golkar Aburizal Bakrie ikut 
menyentil kader Golkar yang 
pindah partai. Ia memaknai 
kader itu sebagai orang yang 
kalah berkompetisi di Golkar. 

Menurut penilaian peneliti 
Lingkar Survei Indonesia (LSI) 
Barkah Pattimahu, motivasi 
kepala daerah yang berpindah 
partai itu cuma cari posisi pa-
ling aman untuk Pemilu 2014. 
“Demokrat memang masih 
punya peluang yang cukup 
besar,” katanya.

Fenomena politikus yang 
mengesampingkan etika politik 
dan tenggelam dalam prag-
matisme itu turut merisaukan 
mantan Ketua PP Muham-
madiyah Syafii Maarif, saat 
mengenang Abdur Rahman 
Baswedan, pendiri Partai Arab 
Indonesia yang juga tokoh 
anggota Badan Penyelidik 
Usaha Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia (BPUPKI). (*/Mad/
AO/P-4)

Jaga Kader agar 
tidak Dibajak Lagi

DINAMIKA

Setiap upaya 
mengganggu 

ideologi bisa ditindak 
tegas berdasar konstitusi.”

Mahfud MD
Ketua MK

PKS Banyak Diganggu 
karena sedang Puber
SUDAH jatuh, tertimpa tangga pula. Belum selesai kasus dugaan 
korupsi elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS), muncul lagi kasus 
video porno AriÞ anto, anggota DPR dari Fraksi PKS. 

Namun, Presiden PKS LuthÞ  Hasan Ishaaq di sela puncak acara 
Milad Ke-13 PKS di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, kemarin, 
mengaku tak ambil pusing. “PKS kan sudah memasuki usia puber. 
Jadi, banyak yang mengganggu,” ujarnya, sembari tersenyum.

Baginya, itu tantangan yang harus dilewati PKS. Dalam politik, 
imbuhnya, apa pun bisa dipakai untuk menjatuhkan. Menurutnya, 
PKS hanya punya dua pilihan. “Apakah kalah dengan tantangan 
atau mau menang dengan tantangan? Kalau PKS jatuh dengan 
tantangan ini, ia akan ditinggalkan, tapi kalau ternyata ia bertahan, 
pasti PKS akan makin dicintai banyak orang,” katanya.

Terkait dengan status PKS dalam Sekretariat Bersama (Setgab), 
anggota Majelis Syuro PKS Mahfudz Abdurrahman menilai, justru 
partai besar yang tidak konsisten. (*/P-4)

DPR Lebih Percayai MK
Tangani Sengketa Pemilu Kada
KOMISI III DPR tetap lebih memercayai penanganan sengketa 
pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada) oleh Mahkamah 
Konstitusi (MK). “Kami ingin kasus demikian tetap ditangani oleh 
MK karena kami percaya pada sembilan hakim konstitusi,” tegas 
Ketua Komisi III DPR Benny K Harman di Universitas Andalas, 
Padang, Sumatra Barat, pekan lalu. 

Penegasan itu menjawab usulan pemerintah dalam RUU Pemi-
lihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) yang mengembalikan 
penanganan sengketa pemilu kada ke Mahkamah Agung (MA) 
melalui lembaga peradilan di bawahnya. Dengan demikian, 
kewenangan penanganan sengketa pemilu kada akan tetap di-
cantumkan dalam revisi UU MK. 

Wakil Ketua MK Achmad Sodiki mengaku selama ini MK diang-
gap sebagai institusi penyelesai sengketa hasil pemilu/pemilu kada. 
Namun, ada beberapa kewenangan MK yang jarang tampil ke per-
mukaan, antara lain menguji UU atas UUD 1945, sengketa kewenang-
an lembaga negara, dan pembubaran partai. (YH/Ant/P-1)

BERI PEMBEKALAN: Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD (kiri) didampingi KSAU Marsekal Imam Sufaat memberikan pembekalan temu wicara antara MK dan TNI-AU, 
bertema Peningkatan pemahaman konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi di Hotel Gran Melia, Jakarta Selatan, akhir pekan lalu.

MI/USMAN ISKANDAR
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